BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Data yang saya dapat dilapangan dengan melakukan wawancara dan
mendapatkan hasil dari penelitian pihak Polda DIY dan Rumah Sakit Panti
Rapih, bahwa penyidik dan MKDKI serta MKEK merupakan komponen
penting dalam hal pelaporan/pengaduan atas adanya tindak medikal
malpraktek yang dilakukan oleh dokter, maka saya menyimpulkan sebagali
berikut :
1. Pertanggungjawaban pidana oleh dokter yang melakukan tindak medikal
malpraktek harus melalui beberapa tahap, yang dalam hal ini pasien sebagai
korban wajib melaporkan bahwasanya ada tindak pidana medikal malpraktek
kepada pihak MKDKI dan MKEK yang kemudian dilakukannya pemeriksaan
dalam sidang disiplin untuk menentukan laporan/pengaduan pasien yang
terkena tindak medikal malpraktek tersebut dan setelah itu menyerahkan
penyidikan sepenuhnya kepada penyidik. Proses penyidikan yang telah
selesai dilaksanakan kemudian diserahkan ke jaksa penuntut umum dalam
bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk diberikan penuntutan dan
hakim memberikan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan
yang telah dilakukan oleh MKDKI/MKEK dan polisi sebagai penyidik.
2. Kendala dalam upaya penegakan hukum tindak medikal malpraktek,

yakni:
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Kesalahan prosedur pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh pasien,
dimana seharusnya pasien melaporkan bahwa adanya tindak pidana
medikal malpraktek ke pihak MKDKI/MKEK terlebih dahulu, baru
kemudian pihak MKDKI/MKEK melakukan pemeriksaan dalam
bentuk sidang disiplin dan apabila memang benar telah terjadi tindak
pidana maka hasil putusan diberikan kepada pihak penyidik untuk
kemudian diproses.

Pemanggilan saksi ahli oleh pihak penyidik yang ditujukan kepada
MKDKI/MKEK membutuhkan waktu yang tidak bisa ditentukan,
sehingga pihak penyidik perlu menunggu lama memperoleh
keterangan yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan
penyelidikan.

Kurangnya kerjasama antara pihak penyidik dari kepolisian dan pihak
MKDKI/MKEK dalam membantu pemeriksaan dan penyelesaian
kasus tindak pidana medikal malpraktek.

Isi Rekam Medik adalah milik/hak pasien dan dokter wajib menjaga
kerahasiaannya. sehingga pemaparannya kepada pihak lain selain
pasien hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien
tersebut, itupun dengan izin tertulis dari pasien. Dengan demikian
penyidik tidak bisa serta merta meminta Rekam Medik dari pasien

tanpa persetujuan dokter.
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B. Saran

Maka dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis,

saran yang dapat diberikan adalah :

1.

Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dan MKDKI/MKEK harus
lebih maksimal dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat
terkhusus kepada pasien yang bersangkutan guna menghindari terjadinya
tindak pidana medikal malpraktek. Dan dokter selaku tenaga profesional
yang dipercaya oleh masyarakat harus bekerjasama dengan pasien dan
memberikan pengetahuan sedetail mungkin tentang resiko dilakukannya
tindakan medis.

Proses pemeriksaan dalam sidang disiplin yang dilakukan oleh MKDKI
dan MKEK lebih dipercepat dan pemanggilan saksi ahli oleh penyidik
untuk mendapatkan keterangan harus dimudahkan oleh pihak MKDKI
dan MKEK.

Pada akhirnya untuk mencegah terjadinya kesalahan/kelalaian dalam

melaksanakan profesi, seyogyanya dokter dapat berpegang pada 4 hal, yaitu:

(1) kemurnian niat; (2) kesungguhan kerja; (3) kerendahan hati; (4) integritas

ilmiah dan sosial yang tidak diragukan.

Semuanya itu hakikatnya sudah tercakup dalam Lafal Sumpah Dokter,

Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan Standar Pelayanan Kesehatan dan

Pelayanan Medis, baik dirumah sakit maupun di setiap sarana kesehatan.
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